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ABSTRAK 
 
 
 
 
Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek 

kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga 

negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan 

pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat 

berbagai  bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa  keputusan 

yuridis tidak setiap Keputusan akan diterima oleh warga negara bila menimbulkan 

kerugian yang mendesak, walaupun pada dasarnya setiap keputusan tata usaha negara 

itu adalah Presumptio justae Causa (dilaksanakan dengan seketika). keputusan yang 

sangat  merugikan dilaksanakan tersebut dapat diminta penundaan pelaksanannya 

kepada pengadilan TUN yang berwenang. Permohonan dapat dikabulkan bila ada 

kepentingan mendesak/dirugikan dan tidak dikabulkan bila ada kepentingan umum 

dalam rangka pembangunan. Dalam penelitian ini, ditemukan kepentingan penggugat 

yang mendesak/dirugikan itu tidak serta merta terjadi. Kepentingan umum dalam 

rangka pembangunan adalah merupakan kepentingan seluruh negara/bangsa bukan 

dalam arti kepentingan lokal yang mengharuskan gugatan ditolak. Untuk mengatasi 

timbulnya sengketa dikemudian yang timbul akibat ketidakcermatan mengambil 

keputusan, maka saran yang direkomendasikan adalah (1). Perlunya pemahaman 

wewenang oleh setiap badan atau pejabat TUN dalam pembuatan keputusan; (2) 

perlunya adanya sanksi berupa pemberian ganti rugi secara  pribadi badan atau 

pejabat TUN yang bersangkutan. 
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Wellfare state resulted in the concept of expending the role of government in all 
aspects of a society. That aims to promote the welfare of all citizens. A result that 
every community will always with the implementation of the tasks of the agency or 
official. Therefore always different forms of government action variations both 
factual and juridical decisions. Is that not every decisions can be received by citizens 
when the loss of an urgent cause although basically every decisions (can be) a 
decisions which is very harmfull for the delayed can be sued to court. That granted 
will can have an urgent interest/ injured and not granted if there is public interest in 
the frame work of development. In this research found that the interest of plaintif 
urgent/ disadvantaged not necessarily occur. Is in the public interest of all citizens/ 
nation as whole  Rather than local interest to addres the incidence of disputes due to 
decisions that are carefull. the suggestion is recommended (1) The need for the 
authorities in decisions making (2) The need to sanction the provision of 
compensation from the time the guilty officials. 
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